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“

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena
hanya berkal Rahmat dan Karunia-Mya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2017 dapat tersusun,

Penyusunan Laporan Kinerja bagi suatu unit kerja yang ada pada instansi
pemerintah alau lembaga tinggi negara merupakan suatu keharusan, karena dari
Laporan Kinerja ini akan dapat tendentifikasi kekurangan yang ads pada unit
kerja sehingga untuk masa berikutnya akan dapat diantisipasi guna
menghasilkan kinerja yang lebih baik,

Laporan Kinerja dapat juga dikatakan sebagai wujud pertanggungjawaban
dari unit kerja terhadap publik. Pertanggungjawaban kinerja terhadap publik
untuk saat ini memang bukan sesuatu yang tidak mungkin karena transparansi
suatu  kinerja dapat membantu unit keria yang bersangkutan guna
penyempurnaan kinerja maupun hasil kerja dari sualu unil kerja.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIIP) ini
masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan,
sumbangan pemikiran dan saran, sehingga di tahun mendatang kami bisa
menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang lebih sempurna
dan kami berharap semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermantaat
bagi kemajuan dan perkembangan Pengadilan Tata Usaha Megara Serang.

aerang, 3 Januari 2018
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ﬁ
RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 Pangadilan Tata
Usaha Negara Serang merupakan LK|IP ksempat sejak Pengadilan Tata Usaha
Negara Serang diresmikan pada tanggal 16 Desember 2011 di Batam ocleh
Ketua Mahkamah Agung RI.

LKilP ini dibuat guna menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 20
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tanggal 21
April 2014, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penanjian
Kinera, Pelaporan Kineria dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Sekretaris Mahkamah
Agung RI Nomor : 1003/SEK/OT.01.2/11/2017 tertanggal 27 Nopember 2017
perihal Penyampaian LKjIP Tahun 2017 dan Dokumen Penetapan Kinarja Tahun
2018,

Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi sera
pencapaian kinerja dari Pengadilan Tata Usahe Negara Serang sdalah masalah
penyalesaian perkara yang diputus olah Pengadilan Tata Usaha Negara Sarang.
Adapun pencapaian output dan outcome kinerja lembaga peradilan dipengaruhi
oleh unsur Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana serta Anggaran yang
berkaitan dengan penyelesaian perkara,

LK|IP Pengadilan Tata Ussha Megara Serang menyajikan informasi
kinerja dar tahun sebelumnya berdasarkan data yang terekam selama kurun
wakiu dan bulan Januan 2017 s/d Desember 2017 serta perbandingan dengan
tahun sebelumnya terutama menyangkul penyelesaian perkara yang menjadi
kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang,
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah salah satu bagian dan
tata sistem hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang keberadsannya
didasarkan pada Undang-undang Nomor & Tahun 1986 junclo Undang-undang
Nomor 8§ Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun
1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncte Undang-undang Nomor 51
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peraditan Tata Usaha Megara.

Meskipun eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara terbilang muda, lahir
Sacara résmi pada tanggal 14 Januan 1991, dibandingkan usia Négara Républik
indonesia yang sudah mencapai 72 tahun, namun keberadaan lembaga peradilan
ini menjadi suatu cin mutlak bagi suatu negara demokrasi yang mana eksistensi
Peradilan Tata Usaha Negara telah memberi arti tersendiri bagi tetap tegak dan
kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peradilan merupakan pilar kekuasaan kehakiman, Pasal 24 Undang-
Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan
kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan gune menegakkan
hukum dan keadilan {Hasil Perubahan Weliga) Sedangkan pada ayal (2
disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan
Tata Usaha Negara dan oleh sabuah Mahkamah Konstitusi (Amandemen Ketiga).

Dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, Kekuassan Kehakiman
dilaksanakan cleh Pengadilan Tata Usaha Megara yang merupakan Pengadilan
Tingkat Pertama. Pengadilan Taia Usaha MNegara berwenang menerima,
memerikea, memutus suatu perkara Tata Usaha Negara.

Dalam hal ini tugasnya adalah untuk memberikan pelayanan kepada pencan
keadilan vyang pada hakekainya adalah pemberian pelayanan peradilan yang
pnma kepada pencari keadilan, yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur
pemerintah sebagal abdi masyarakat

Dalam memberikan pelayan peradilan, pads azasnya harus transparan,
akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak dan
kewajiban sehingga terwujud peradilan yang bersih dan berwibawa dalam

pengadiian Tata Usaha Negara serana | [N
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memenuhi rasa keadilan masyarakat Sedangkan ukuran dalam penyelenggaraan
pelayanan peradilan mempunyai standar sebagai berikut .

1. Prosedur pelayanan peradilan harus jelas dan dibakukan sebagai pedoman
dalam memberikan pelayanan peradilan dan dapat diketahui dengan jelas
oleh pencari keadilan ;

Fenyelesaian perkara harus sesua dengan wakiu yang telah ditetapkan |
Biayva pelayanan peradilan harus didasarkan pada ketentuan yang berlaku
Produl/hasst yang diputuskan dan ditelapkan oleh Haxim/Mejelis Hakim
harus diberitahukan kepada phak yang berperkara oleh pelugas
Pengadilan sesuai prosadur yang berlaku |

5. Dalam penyelenggaraan peradilan harus disediakan sarana dan prasarana
yang memadai bagi pencari keadiian ;

6. Kompetensi petugas pelayanan peradilan harus ditetapkan secara jelas
yang diluangkan dalam ketentuan yang barlaku |

7. Produk pelayanan peradian harus dapat memberikan rasa aman dan
kepastian hukum baik bagl Badan Peradilan maupun bagl masyarakat
pencari keadilan ;

8. Pimpinan penyelenggaraan pelayanan peradilan atau pejabat yang ditunjuk
harus bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan peradilan dan
penyelesaian parmasalahan dalam pelaksanaan pelayanan peradian ,

9. Lingkungan tempal yang digunakan cleh penyelenggara peradilan harus
lerliby, leratur, bersih, rapi dan sehal sehingga dapal memberkan rasa
aman dan nyaman baik kepada pemberi maupun penerima pelayanan
peradilan ;

10. Keseimbangan hak dan kewsajiban bagi pemberi dan penerima pelayanan
peradilan.

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha
Negara Serang dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan
kepentingan Peradilan Tingkat Periama, bak vyang bersifat administratif,
keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor | MA/SEK/O7ISKAIII2006 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretanat Mahkamah Agung Republik Indonesia. Lembaga
Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu  institusi
negara/pemenntahan sesual dengan Ketetapan WMajelis Permusyawaratan
Rakyat Nomor XIVMPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun
1998 tentang Akuntabihias Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri

Pengadilan Tata Lsaha Negara Serang | -
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Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasl Birokrasi Nomor 28
Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinena Instansi Pemerintah berkewajban untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam
pengelolaan sumber daya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang
dipercayakan kepada publik. Untuk itulah Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
membust Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemenntah (LKIF) Tahun 2017
dan Penstapan Kinena Tahun 2018
LKjIF (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) adalah dokumen yang berisi

gambaran perwujudan SAKIP [Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemearintah)
yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga.
Agar LKJIF dapat terwujud dengan baik, harus dipenuhi persyaratan-persyaratan
sabagai berikut
1. Kamitmen dan pimpinan dan seluruh Staf instansi vang bérsangkutan;
2. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
3. Beronenias! pada pencapaian wisi dan misi, serta hasil dan manfaat yang

diperaleh;

Jujur, obyektif, transparan, dan akurat;

&

. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan
tupan yang telah ditetapkan. an laporan ini akan tergambar tentang
keberhasilan, kelemahan, tantangan dan peluang terhadap program kerja
Pengadiian Tala Usaha Negara Serang selama tahun 2017 seda langkal-
langkah kebijaksanaan yang akan dilakukan pada tahun 2018.

Pembuatan laporan kinerja bagi suatu unit kerja yang ada pada instansi
pemerintah atau lembaga tinggl negara merupakan suatu keharusan, hal ini
dikatakan demikian karena dari laporan akuntabiltas kinerja ini akan dapat
tendentifikasi kekurangan yang ada pada satu unit kerja sehingga untuk masa
benkutnya akan dapat diantisipasi guna menghasilkan kinerja yang lebih baik,

Laporan Kinerja dapat juga dikatakan sebagai wllud
pertanggungjawaban dar satu unit kerja terhadap publik. Pertanggungjawaban
kinera terhadap publik untuk saat ini memang bukan sesuatu yang tidak
mungkin karena transparansi suatu kinerna dapat membantu unit ker@a yang
oersangkutan guna penyempumaan kinerja maupun hasil kerja dar suatu unit
kearja

LKjIP dibuat dapat juga dijadikan bahan standar kemampuan dari suatu
unit kerja dalam mencapai apa yang menjadi tujuan dari suatu unit organisasi
berdasarkan rencana sirategis dan penetapan kinera dari suatu unit kerja
{target yang akan dicapai dan satu unit kena). Sehingga dalam merencanakan

Pengadilan Taota Usaha Negara Serang | -
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program kerja yang diuraikan dalam kegiatan akan berdasarkan kemampuan
dari unit kerja yang bersangkutan.

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Tata Usaha Megara
Serang yang dihadapi dan harus ditemukan cara terbaik untuk tetap dapat
melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan oleh Mahkamah Agung Rl
1. Aspek Manajemen dan Kepemimpinan

# Meaningkatkan tugas dan tanggung jawab kepada pegawai yang memiliki
kompetansi di bidangnya mazing-masing.

2. Aspek Proses Peradilan
# Meningkatkan suatu slat pengukuran kepuasan para pencari keadilan
dengan menggunakan survey kepuasan para pencari keadilan berbasis
teknologi.

3. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradiian
= Meningkatkan pemahaman Kepada seluruh pegawal di Pengadilan Tata
Usaha Negara Serang untuk menguasai visi dan misi Pengadilan Tata
Usaha Negara Serang

4. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
= Meningkatkan sistem reward & punishment uniuk mengontrol kinerja
aparal peradilan.

5. Aspek Sarana dan Prasarana
~ Anggaran operasional dan anggaran sarana prasarana yang terbatas
diberikan oleh Mahkamah Agung untuk pengadaan sarana dan
prasarana dilaksanakan dengan skala perioritag kebutuhan,

B. Tugas dan Fungsi
Pengadilan Tata Usaha MNegara Serang dibentuk berdasarkan
Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2011 tanggal 11 Juli 2011. Berdasarkan
FPasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Momor & Tahun 1988, tugas dan
wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah .
1. Mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha
Negara dalam tingkat pertama ;
2 Tugas dan wewenang lainnya yang diberikan oleh dan atau berdasarkan
peraiuran perundang-undangan.

pa;mmrmmm;ﬂm[
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Berdasarkan tugas pokok tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
melaksanakan fungsinya sebagai barkut

1. Menyelenggarakan peradilan yang seadil-adilnya kepada masyarakat
pencar keadilan,

2 Memberikan pelayanan hukum berupa pertimbangan hukum (diluar
kasus yang sementara diproses) kepada lembaga pemerniah atau
masyarakat yang membututtkan;

3. Melaksanakan penyuluhan hukum kepada masyarakatinstans: yang
membutuhkan ,

4, Melaksanakan pengawasan mengenal peiaksanaan tugas vustisial
{kehakiman) dan administrasi yustisial Pengadilan Tata Usaha Negara,
dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

1. Kedudukan Pangadilan Tata Usaha Megara
Pengaditan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan
kehakiman bag rakyat pencari keadilan mengenal sengketa Tata Usaha
Negara sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor & Tahun 2004
tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor & Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang NMomor 51 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 71986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kekuasaan kehakiman dilingkungan
Pengadilan Tala Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tala Usaha
Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berpuncak pada
Mahkamah Agung sebagal Pengadilan Negara Tertinggi.
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang merupakan yurisdiksi dari
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

2. Struktur Organisasi

Fengadilan Tata Usaha Negara yang merupakan Pengadilan
Tingkat Pertama beriugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan
manyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang atau badan hukum
perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat
maupun didaerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tala Usaha
Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang beraku.

Pengadiian Tota Usaha Megara Serang | -
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Struktur  Organisasi/Susunan  Pengadilan Tata Usaha Negara
terdin atas Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris,

1. Pimpinan Pengadilan terdii atas seorang Ketua dan seorang Wakil
Ketua

2 Hakim Anggota adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan
kehakiman

3. Pada setiap Pengadilan Tata Usaha MNegara ditelapkan adanya
Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera.

4. Dalam melaksanakan fugasnya Panilera Pengadian Tata Usaha
Negara dibantu oleh 2 (orang) Panittera Muda yaitu Panitera Muda
Hukum dan Panitera Muda Perkara. Disamping ifu, Panitera dibantu
oleh beberapa crang Panitera Penggant dan beberapa orang Juru Sita
Pengganti.

5 Pada seéliap Pengadian Tala Usaha Negara dilélapkan adanya
Kesekretanatan yang dipimpin oleh oleh secrang Sekretarnis.

6 Dalam melaksanakan tugasnya Sekretans dibantu oleh 3 (tiga)
orang Kasubag yaitu Kasubag Perencanaan, Teknolog Informasi dan
Palaporan, Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, dan
Kasubag Umum dan Keuangan.

. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia adalah sumber daya terpenting dalam
organisasi karena manusialah yang mampu menggerakan sumber daya
lainnya sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna unfuk
mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Untuk dapat
menyelenggarakan tata kelola lembaga peradilan yang baik. Pengadilan
Tata Usaha Negara Serang membutunkan sumber daya manusia vang
handal. Dalam hal ini. sebagai lembaga pemeérnialian Pengadilan Tala
Uszsha Megara Serang didukung olzh sumber daya manusia dan unsur
Pegawal Neger Sipil dan Honorer,

Sampai dengan 31 Desember 2017, jumiah pegawai sebanyak 32
orang dan tenaga honorer sebanyak 14 orang yang terdin dan 5 orang
pramubakt, 8 orang satpam dan 1 orang supir

Dar keseluruhan jumlah pegawal tersebut, dapat dilihat berdasarkan
golongan ruang, eselonisasi, dan jenjang pendidikan,
Berdasarkan Kompos:s golongan, pegawan sebanyak 32 orang terdin dari
atas Golongan Il sebanyak 22 orang, dan Golongan IV sebanyak 9 orang

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang | -
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Grafik 1

Jumlah PNS Berdasarkan Golongan

m Galangan ||

B Golongan 1V

Pegawal berdasarkan Eselonisasi ialah Pejabat Eselon Il sebanyak
2 orang yatu Panitera dan Sekretans. Eselon IV sebanyak 3 orang.
setingkat Eselon |V sebanyak 2 orang, Fungsional Panitera
Pengganti sebanyak 4 orang

Grafik 2

| Komposisi PNS Berdasarkan Eselon

H Eselon 1
mEselon |V
w Setingkat Eselon v

B Fungzional

Berdasarkan jenjang pendidikan, pegawal yang berpendidikan 53
sebanyak 1 orang, 52 sebanyak 18 orang, yang berpendidikan S1
berjumlah 13 orang, berpendidikan Sekolah Menengah Alas berjumiah O
orang.
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Grafik 3

Komposisi PNS Berdasarkan Tingkat
Pendidikan

m53
w52

51

C. Sistematika Penyajian
Pada dasarnya laporan kinerjia ini untuk mengkomunikasikan
pencapaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam tahun 2017
Capaian kinerja tahun 2017 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kineria
2017 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisa atas capaian
kinerja terhadap rencana kinerja ini akan dapat mengidentifikasi sejumiah
celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.
Dengan pols pikir sebagaimana tersebut dislas, sistematika Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
disusun sebagal barikut :

Bab | = Pendahuluan Menjelaskan secara ringkas penjelasan
umum organisasi, dengan penekanan kepada
aspek elratégis arganigasi serta
parmasalahan utama (strategic issusd) yang
sedang dihadapi organisasi.

Bab Il = Perencanaan Menjelaskan tentang Indikator Kinerja Utama,

Kinerja menguraikan tentang visi dan misi Pengadilan
Tata Usaha Negara Serang, menjelaskan
berbagai Program Prioritas Pengadilan Tata
Usaha Negara periode tahun 2015 — 2018
Perencanaan Kinerja Pengadilan Tala Usaha
Negara Serang Tahun 2017 dan Penetapan

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang | -
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Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara
Serang Tahun 2017 serta menguraikan
ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja.

Bab Il = Akuntabilitas Menelaskan analisa pencapaian kinera

Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

dengan pertanggungjawabkan publik
terhadap pencapaian sasaran strategis untuk
tahun 2017. Dan menguraikan realisasi
anggaran yang ftelah digunakan untuk
mewujudkan kinera organisasi sesuai dengan
dokumen Perjanjian Kinerja,

Bab IV - Penutup Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dar
Laporan  Akuntabiitas  Kinerja  Instansi
Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tata Usaha
Negara Serang tahun 2017 dan menguraikan
langkah-langkah strategis yang diperlukan
bagi perbaikan kinerja di masa yang akan
datang,

Pangadilan Tata Usaha Negara Serang | -
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BAB I
PERENCANAAN KINERJA

A. Indikator Kinerja Utama
Mahkamah Agung telah menetapkan Indikatar Kinerja Utama
berdasarkan SK Sekretaris Mahkamah Agung No. 041/SEK/SKNIINZ012
tanggal 31 Agustus 2012 tentang Penetapan Review Indikator Kinerja
Mahkamah Agung Ri yang telah direviu menjadi SK Kestua Mahkamah Agung
No. 192IKMASSKIXII2018  tanggal 9 November 2018 tentang Penetapan
Review Indikator Kinerja Mahkamah Agung RI
Pada tahun 2016 Mahkamah Agung telah melaksanakan rekomendasi
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara untuk melakukan reviu Indikator
Kinerja Utama dan disinkronisasi dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung
Tahun 2015 - 2018
Bahwa sasaran strategis yang diinginkan ocleh Pengadilan Tata Usaha
Negara Serang dengan penjelasan program sebagai berikut -
1. Paningkatan penyelesaian parkara
Jumlah perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang setiap tahun
mengalami kenaikan, namun Pengadilan Tata Usaha Negara Serang akan
melaksanakan tugas sesua dengan tupoksinya. Dalam peningkatan
penyelesaian perkara dalam setiap tahun, maka ada 2 (dua) hal yang
menjadi Indikator Kinerja dan target yang akan dicapai yaitu -
a. Jumlah perkara yang diterima dengan target 100 %
b Jumiah sisa perkara yang diselesaikan dengan target 100 %
2. Peningkatan tertib administrasi perkara
Indiketor bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah
melaksanakan tugasnya adalah dengan melihat :
a Jumiah berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis;
b Jumiah penyampaian pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu:
c. Jumlah berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang
dizsampaikan secara lengkap |
d.  Jumlah penyampaian pemberitahuan relasas putusan tepat wakiu,
tempat dan para pihak;
e Jumiah penyampaian salinan putusan / salinan penetapan kepada
para phak,
f.  Jumiah eksekusi tepat waktu
-. I’a‘hnndﬁm Tata Uiaha Nmm_hrmm “
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3. Peningkatan Kualitas SDM
Sumber daya manusia sangat diperlukan dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakal pencar keadilan dan untuk menjamin adanya
peningkatan kuslitas pelayanan dan memahami job  masing-masing
pegawai dengan baik maka diperlukan adanya peningkatan SDM dan
sebagai indikatornya adalah
a. Jumlah Pegawai yang mengikuti bimbingan tehnis;
b. Jumiah Pegawai yang mengikuti diklat non tehnis.

4. Peningkatan Kualitas Pengawasan
Pengawasan pada prnsipnya bertujuan agar sustu organisasi selalu
berjalan dengan baik sesual dengan norma dan aturan yang berlaku,
namun sekalipun ketatnya pengawasan seringkall masih juga dijumpai
adanya ketidak puasan atas pelayanan
Adapun Indikator adanya peningkatan kualitas pengawasan untuk
mengukur kinerja utama Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah :
a. Frosentase Pengaduan yang ditindak lanjuti ;
b. Prosentase temuan yang ditindak lanjuti.

2. Peningkatan aksesbiltas masyarakat terhadap paradilan
Bahwa dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Namor
1-144/KMAJ2010 tentang Keterbukaan Informasi pada badan peradilan,
maka masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informaei dari setiap
Pengadilan dan sebagai indikator pencapaian peningkatan aksebilitas
tersebut dapat diukur melalul prosentase perkara yang dapat dipublikasikan.

6. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
Mahkamah Agung
Untuk melaksanakan tugas pokok Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata
Usaha Megara perlu adanya daya dukungan manajemen peradilan yang
tersadia melalui DIPA
Untuk mengetahui DIPA tersebut dialokasikan secara benar dan optimal
maka indikator pengukurnya adalah Peningkatan Prosentase Penyerapan
anggaran dan tercapaian output sesuai dengan anggaran,

7. Program peningkaten sarans dan pracarana aparatur Mahkemah Agung

§. Program peningkatan manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
Bahwa dengan adanya DIPA Unit Eselon | Ditjenbadilmiltun (05), maka
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dipercayakan unluk membentuk Pos
Bantuan Huhun'_l (Posbakum) dan sebagai indikator kinerja bahwa DIPA Unit

Pengadiilan Tata Usaha Negara Serang | IR
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Eselon | Ditjenbadilmiltun (05) tersebut fefah direalisasikan secara
dioptimalkan maka dapat dilihat dari penyerapan dana yang tersedia.

B. Rencana Strategis 2015 = 2019
1. Visi dan Misi

Perencanasn Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
merupakan proses awal dalam usaha menuju tujuan yang akan dicapai.
Dalam perencanaan strategis selain memperhatikan kondisi internal instansi
juga memperhatikan kondisi ekstemal. Perencanaan sirategis disamping
mangandung visi, misi, fujuan dan sasaran, serta mengandung kegiatan yang
realistis.

Sebagal lembaga peradilan yang melsksanskan fungsi kekuasasn
kehakiman dalam wilayah hukum se-Provinsi Banten, maka Pengadilan Tata
Usaha MNegara Serang menetapkan Visi dan Misi yang selaras dengan
kebutuhan nyata serta perkembangan situasi dan kondisi daerah yang ada.
Adapun visi Pengadilan Tata Usahs Negara Serang adalah ‘Terwujudnya
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Yang Agung’ Berdasarkan visi
tersebut diatas, maka misi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah:

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
2, Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Atas dasar Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Tahun 2010 - 2035 dan
Reformasi Birokrasi yang dicanangkan Mahkamah Agung RI, maka ada
10 Karakter untuk mencapai Badan Peradilan Yang Agung yaitu
1. helaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efekiif
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kineria secara mandiri yang
dialokasikan secara proporsional dalam APBN
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang
jelas dan terukur |

4. Melaksanakan manajemen dan administrasi yang sederhana, cepat, tepat
waktu, biaya ringan, proporsicnal dan adil ;

5. Mengeiola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan
kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan,

Pengodilon Tata Usaha Megara Serang -
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6. Mengelcla dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan
kriteria obyektif, sehingga tercipta aparatur peradilan yang berintegritas
dan profesional.

Didukung pengawasan perilaku, administrasi dan keuangan yang efektf
Berorientasi pada pelayanan publik yang prima :

Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas,
dan transparansi ,

10. Berbasis Teknologi Informasi ( T| ) terpadu untuk mewujudkan peradilan
yang modern.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis
Fengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagai Pengadilan Tingkat Pertama
dalam melaksanakan Visi dan Misi tersebut diatas telah pula menetapkan
tujuan dan sasaran yang akan dicapai secara nyata, spesifik dan terukur
Tujuan ditstapkan dengan mengacu kepada pemyataan Misi dan Visi
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang serta didasarkan pada isu-isu dan
analisis strategi yang akan dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun
sampal dengan 5 (lima) tahun ke depan.
Berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. maka tujuan Pengadilan
Tata Usaha Negara Serang sebagai berikut :
1. Tanggap dalam pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat:

Peningkatan kualitas sumber daya aparatur peradilan:

Terciptanya tertio administrasi peradilan;

Terciptanya masyarakat yang taat hukum:

oo N

Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai.

Dari tujuan tersebut diatas maka sasaran yang ingin dicapai Pengadilan Tata

Usaha Negara Serang adalah :

1. Kebutuhan hukum masyarakat melalui pelayanan hukum yang prima;

2. Tersedianya tenaga administrasi dan tehnis yustisial yang profesional:

3. Terpenuhinya tertib administrasi peradiian;

4. Masyarakat memiliki pengetahuan hukum yang menjadi wewsnang
Peradilan Tata Lisaha Negara:

5. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai

Pengadiian Tata Usata Negara Serang | [[JIEN
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3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Bertolak dari tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara
serta mencermati hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan
visi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, maka program-program utama
dan kegiatan pokok akan dilaksanakan secara terencana dan bertahap yang
secara keseluruhan diharapkan akan menghasilkan lembaga peradilan yang
mandiri dan profesional dalam menegakkan hukum dan keadilan menuju
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang agung,

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya sesuai Visi dan Misi
Pengadilan Tata Usaha Negars Serang ditentukan oleh Penyediaan Anggaran
dari Tahun ke Tahun melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Pada Tahun Anggaran 2017 Satuan Kena Pengadilan Tata Usaha Negara
Serang menarima anggaran Rp. 7.234 581 000, - yang didalamnya terdapat 2
(dua) macam program yang utama dengan pagu masing-masing sebagai
berikut ;

1. Program Dukungan Mangjemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung ...... Ao Rp. 6,.887.081.000,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Mahkamah Agung ... Rp. 337.500.000.-

Dari Program yang utama sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun
Anggaran 2017 dalam pelaksanaannya diuraikan dalam beberapa kegiatan

pokok yang merupakan satu kesatuan dari Tugas Pokok dan Fungsi Satuan
Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yaitu -

1

FPembinaan Administrasi dan Pengelolsan Keuangan Badan Urusan
Administrasi ;

Dari Program ini dengan anggaran yang tersedia pada tahun 2017
dipergunakan untuk :

a. Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan

b, Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan

Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agurig

Dari Program ini dengan enggaran yang tersedia pada tahun 2017
dipergunakan untuk :

- Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi.

Pengadilon Tata uml'tﬁ I:ugurn Serang |
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C. Rencana Kinerja Tahun 2017

Rencana Kinerja pada dasarnya adalah pemyataan komitmen yang
mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur
dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber
daya vang dikelola. Tujuan khusus Rencana Kinerja antara lain adalah uniuk
meningkatkan akuntabilitas, fransparansi dan kinerja sebagai wujud nyata
komitmen sebagai dasar penilaian/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, menciptakan tolok ukur kinerja sebagal
dasar evaluasi kinerja

Perencanaan Kinera merupakan proses penyusunan rencana Kinerja
sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam
Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan
Pada Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Tahun 2017 ini,
Fengadilan Tata Usaha MNegara Serang juga mengagendakan Rencana
Penetapan Kinerja untuk Tahun 2018.

Di dalam Rencana Penetapan Kinerja Tahun 2017 diagendakan kegiatan
Penyusunan Rencana Kinerja yang dilaksanakan dalam kegiatan berupa agenda
penyusunan dan kebijakan anggaran yang sebelumnya

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2017 Pengadilan Tata Usaha Megara
Serang sebagai berikut ;

NO | SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1. | Program Peningkatan a. Jumlah perkara yang diterima dan | 60 Perkara
Penyelesaian Perkara diselesalkan sesuai dengan SOP
yang telah ditetapkan

b. Jumiah sisa perkara yang| 45 Perkara
diselesaikan

€. Jumlah sisa perkara minutasl yang | 15 Perkara
diselesaikan

2. | Program Peningkatan a, Jumlah berkas yang diregister | 80 Perkara
Tertib Administrasi Perkara dan siap disidangkan ke Majelis

Pengadilan Tata Usaha MNegara Serang | m
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b. Jumlah berkas yang diajukan | 30 Perkara
banding, kasasi dan PK vyang
disampaikan secara lengkap

c. Jumlah Penyampaian
pemberitahuan Pemanggilan 60 Parkara
Sidang Tepat Waktu

d.Jumiah Penyampaian Pemberitahuan | 45 Perkara
\Relaas Putusan / Penetapan Tepat
Waktu, Tempat dan Para Pihak

&. Jumiah eksekusi tepst wakiu 5 Perkara
a Jumlah pegawal yang lulus dikiat
3. | Program Peningkatan teknis yudisial 15 crang
Kualitas SDM b. Jumiah pegawal yang lulus diklat
nan yudisial 7 orang
a Prosentase Pengaduan  yang
4. | Program Peningkatan ditindalkdanjuti 100 %
Kualitas Pengawasan b. Prosentase temuan yang 100 %
ditindakianjuti

5. | Program Peningkatan | Prosertase  proses  penyslesalan 100 %
Aksesibilitas Masyarakat | perkara yang dapat dipublikasikan
Terhadap Peradilan (Acces
To Justice)

6. | Program Peningkatan | a. Tersajinya kualitas laporan 100 %
Dukungan Manajemen Dan keuangan yang sesuai dengan
Pelaksanaan Tugas Teknis Sistemn Akuntansi Pemerintah (SAP)

Lainnya
b. Optimalnya penyerapan anggaran 100 %
7. | Program Peningkatan | Tersedianye sarana dan prasarana 100 %
Sarana dan Prasarana | aparstur pengadian
Aparatur Mahkamah Agung

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang m
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&. | Program Feningkatan | Pembebasan biaya perkarz prodeo 5 perkara
Pelayanan Manajemen | di lingkungan peradilan TUN
Peradilan Militer dan TUN

D. Penetapan Kinerja Tahun 2017
Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang

mempresentasikan tekad dan janj untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur
dalam rentang waktu satu tahun téfantu dengan mempeimbangkan sumiber daya
yang dikelols. Tujuan khusus penetapan kiners antara lain adalah untuk
meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata
komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, menciptakan iolok ukur kinerja
sebagai dasar evaluasi kinerja

Penetapan Kineria Tahun 2017 Pangadilan Tata Usaha Negara Serang sebagai
berikut -

NO | SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1. | Program Peningkatan | a. Jumlah perkara yang diterima dan | 60 Perkara
Penyelesaian Perkara diselesaikan sesuai dengan SOP
yang telah ditetapkan

b. Jumiah sisa perkara yang| 45 Perkaia
diselesaikan

€. Jumilsh sisa perkara minutasi yang | 15 Perkara
disalesaikan

2. | Program Peningkatan | a. Jumlah berkas yang diregister dan | 80 Perkara
Tertib Administrasi Perkara siap disidangkan ke Majelis

b. Jumiah berkas yang diajukan| 30 Perkara
banding, kasasi dan PK yang
disampaikan secara lengkap

c. Jumiah Penyampaian
pemberitahuan Pemanggilan Sidang 60 Parkara
Tepat Waktu

Pengadilon Tata Usaha Negara Serang |
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d.Jumiah Penyampaian Pemberitahuan | 45 Perkara
\Relaas Putusan / Penetapan Tepat
Wakiu, Tempat dan Para Pihak
&. Jumlah eksekusi tepat wakiu 5 Perkara
Program Peningkatan | a. Jumiah pegawai yang lulus dikiat 15 orang
Kualitas SDM teknis yudisial
b. Jumlah pegawai yang lulus dikiat T orang
nan yudisial
Program Peningkatan | a. Prosentase  Pengaduan  yang 100 %
Kualitas Pengawasan ditindaklanjuti
b. Prosentase temuan yang 100 %
ditindaklanjuti
Program Peningkatan | Prosentase  proses  penyelesaian 100 %
Aksesbilitas  Masyarakat | perkara vang dapat dipublikasikan
Terhadap Peradilan (Acces
To Justice)
Program Peningkatan | a. Tersajinya kualitas laporan 100 %
Dukungan Manajemen Dan keuangan vyang sesual dengan
Pelaksanaan Tugas Teknis Sistemn  Akuntansi  Pemerintah
Lainnya (SAPF)
b. Optimalnya panyarapan anggaran 100 %
Program Peningkatan | Tersedianya serana dan prasarana 100 %
Sarana dan Prasarana | aparatur pengadian
Aparatur Mahkamah Agung
Program Paningkatan | Pembebasan biaya perkara prodeo & perkara
Pelayanan Manajemen | di lingkungan peradilan TUN
Peradilan Militer dan TUN

Pengadilan Tota Usaha Negara Serang |
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BAB Il
ARUNTABILITAS KINERJA

A.Capaian Kinerja

Pengukuran tingkal capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha MNegara

Serang tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target
dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran,

Pengukuran Kinerja terdini dari Pengukuran Kinega HKegiatan dan

Pengukuran Pencapaian Sasaran.

1.

Pengukuran Kineria Keqiatan ( PKK )

Pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja

kegiatan yang dimulai dengan
- menetapkan indikator kinerja kegiatan |
- menentukan satuan setiap kelompok indikator ;
- menetapkan rencana tingkat capaian (target) ;
- mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan ;
- menghitung rencana dan realisasi untuk mandapatkan prosentasenya.
Pada Tahun 2017 Satuan Keria Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
mempunyai & (delapan) Program Kegiatan dan telah direalisasikan.
Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)
Pengukuran Pencapaian Sasaran meliputi
- menetapkan indikator sasaran
- manetapkan rencana tingkat capaian (target) ;
« mengetahwi realisasi indikator sasaran |
- menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan prosentasenya
Fada Tahun 2017 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menetapkan
8 (delapan) sasaran. Kedelapan sasaran tersebul semuanya telah
direalisasikan

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target
indikator kinerja sasaran, namun demikian terdapat juga beberapa
indikator kinerja sasaran yang belum berhasil diwujudkan pencapaian
targetnya pada tahun 2017 ini. Dari 8 (delapan} sasaran sirategis yang
diuraikan dalam Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja yang belum
berhasil diwujudkan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah
melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar leidapal perbakan
dimasa yang akan datang.

Pengadilon Tota Lkaha Megara Serang -
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NOD SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET | REALISASI | CAPAIAN
STRATEGIS %

1. | Program Jumnlah perkara yang diterima dan &80 47 7R3 %
Peningkatan diselesalxan sesusl dengan SOF | Perkars Ferkara
Penyeiesalan yang teiah ditetapkan
Perkara

Jumlah  sisa perkara  yang 43 15 355 %
ciselesaikan Perkara Perkara
Jumlbah sisa parkara minutasi yang 15 a1 206.6%
diselasaikan Perkara Perkara

2. | Program . Jumiah barkas yang diregister dan 55 47 85 45 %
Peningkatan siap dizidangkan ke Majalis Perkara Perkara
Tertib
Administras| Jumish berkss yang diajukan| &0 62 1033 %
Perkara banding, kasasi dan PK yang| Perkare Perkara

disampaixan secara lengsap
Jumlah Penyampaian &0 47 78.3 %
Pemberilahuan Pemanggilan | Perkara Parkara
Sidang Tepat Waktu
. Jumiah Panyampaian 45 85 144 %
Pemberitahuan Relaas Puiusan /| Perkars Perkara
Penetapan Tepat Wakiu, Tempat
dan Para Pihak
. dumlah eksekus tepat wakiu 5 Parkara | 2 Parkara 40 %
. Pengembalian sisa panjar biaya 24 a1 20, 3%
perkara lepat wakiu Parkara Parkara

3 | Program Jumish pegawai yvang luius diklat | 14 orang 24 orang 171 %
Paningkatan teknis yudisial
Kualitas SDM

Jumiah pagawal yang lulus diklat | 6 oreng 0 arang 0 %

non yadisial

Pengadilan Tata Lhaha Negara Serang m
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Program a Prosentase Pengaduen yang 100 % 100 % 100 %
Peningkatan ditindaklanjuti
Kuaslitas
Pengawasan
b Prosentasa temuan yang 100 % 100 % 100 %
ditiredakdanjuti
Program Prosentase proses penyelesaian 100 % 100 % 100 %
Peningkatan perkara yang dapat dipublikasikan
Akzeabilitas
Masyarakat
Terhadap
Peradilan (Acces
To Justice)
Program a Tersajnys kuglitas laporan 100 % 100 % 100 %
Peningkatan kBUangan yang sesuai dengan
Dukungan Sistern  Akuntansi Pemarintab
Manajemen dan { SAP )
Pelaksanaan
Tugas  Teknis | b Optimainya penyerapan anggaran 100 % 100 % 100 %
Lainnya
Program Tarsedianya sarana den prasarana | 100% 100 % 100 %
Paningkatan eparatur pengadilan
Sarana Dan
Prasarana
Aparatur
Mahkamah
Agung
Program Fembebasan biaya perkera prodeo di | 5 perkara 0 perkara 0%
Paningkatan lingkungan paradilan TUN
Pedayanan
Manajemen

Pengadilan Tata Usaoha Megara Serang | n
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B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Analisis pencapaian kinerja pada dasarmnya diarahkan untuk mengukur
tingkat keberhasilan visi yang telan ditetapkan dan dijabarkan dalam misi.
Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran,
kebijakan, program, dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian
kKinerna selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan
kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan.

Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan
misinya menyusun perencanaan yang febih matang dan terpadu mengaiokasikan
dana kepada kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana
merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat. Selanjutnya melalui
peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan
profesionalisme kerja secara terus menerus dilakukan. Dengan adanya
peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada, sarana prasarana, dan
dukungan car semua pihak diharapkan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara
Serang dapat meningkat.

Pada akhir tshun 2017, Pengadilan Tata Usaha Megara Serang telah
melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawsbnya. Adapun
seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran adalah sebagai
berikut :

W GRAM PENINGKATAN PENYM

Sasaran tersebut diatas mempunyai 3 (tiga) Indikator Kinerja yaitu :

- Jumlah perkara yang diterima dan diselesaikan sesuai dengan SOP yang telah
ditetapkan ;

- Jurfilah sisa perkara yang diselesaikan |

= Jumiah sisa perkara minutasi yang diselesaikan.

Pencapaian target Indikator Kinerja sasaran pada tahun 2017 dapat

digambarkan sebagai barkut

INDIKATOR KINER JA TARGET REALISASI
1. | Jumlah perkara yang diterima 60 47 8%
sesual dengan SOP yang
telah ditetapkan

Pengadiian Tata Usaha Megara Serang | _
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2 [Jumish sisa perkara yang 45 18 35%
diselesaikan

3. | Jumiah sisa perkara minutasi 15 3 206%:
yang diselesaikan

. Indikator Kinerja Prosentase sisa perkara yang diselesaikan yang

ditargetkan 60 perkara telah tercapai 47 perkara, artinya perkara yang
tersisa pada tahun 2017 tefah diselesaikan pada tahun 2017.

. Indikator Kinerfa Prosentase perkara yang diselesaikan ditargetkan

45 perkara telah tercapai 16 perkara, artinya perkara yang ftelah
diselesaikan tercapai 35 %.

PROGRAM PENINGKATAN TERTIB

Sasaran tersebut diatas mempunyai & (enam) Indikator Kinerja yaitu

1

Jumlah berkas perkara yang diregister dan siap disidangkan oleh Majelis
Hakim ;

Jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, dan PK yang
disampaikan secara lengkap ;

3. Jumiah Penyampaian Pemberitahuan Pemanggilan sidang tepat wakiu |
4. Jumiah Penyampaian Pemberlahuan Relaas Pulusan/Penetapan Tepat

5.
6.

Waktu, Tempat dan para pihak ,
Jurmlah eksakusi tepal waktu |
Pengembalian sisa panjar biaya perkara tepat wakiw.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2017 dapat digambarkan

sebagai berikut
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISAS]

1. | Jumiah berkas perkara yang B0 47 85,45%

2. | Jumlah berkas perkara yang 3 52 103%

diregister dan siap disidangkan
oleh Majelis Hakim

diajukan banding, kasasi, dan
PK yang disampaikan secara
lengkap.

Pengadilan Tata Usaha Negara serang | [[ECH
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3. | Jumiah Penyampaian B0 47 78,3%
Pemberitahuan  Pemanagilan
sidang tepat wakiu.

4. | Jumlah Penyampaian 45 65 144%
Pemberitahuan Relaas
Putusan/Penetapan Tepat
Waklu, Tempat dan para pihak.

3. | Jumlah eksekusi tepat waktu 5 2 40%

Pengembalian sisa panjar biaya 60 31 56,2%
perkara tepat waktu

WBROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SDM |

Sasaran tersebut diatas mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu |

- prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial

- prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dapat digambarkan
sehagal barikut -

INCIKATOR KINERJA TARGET rEALISAS]

1 | Prosentase pegawai yang lulus 14 14 100%
diklat teknis yudisial

2. |Prosentase pegawai yang Iulus 5 5 100%
dikiat non yudisial

| BROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN |

Sasaran tersebut diatas mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu :

- prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti ;

- prosentase temuan yang ditindaklanjuti.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2017 dapat digambarkan
sebagai berikut :

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
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INDIKATOR KINERJA TARGET  REALISASI

1. |Prosentase pengaduan vyang| 100% 100 100 %
ditindaklanjuti

2. | Prosentase temuan yang | 100 % 100 | 100 %
ditindaklanjuti |

PROGRAM PENINGKATAN AKSESBIL
—n PERADILAN (ACCES TO JUSTICE)

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2017 dapat digambarkan
sebagal berkut
Indikater Kinarja Target Realisasi

Prosentase proses penyelesaian

perkara yang dapat dipublikasikan

i PROGRAM DUKUNGAN M \ DA
PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
 MAHKAMAH AGUNG

Sasaran tersebut diatas mempunyai 2 (dua) indikastor kineria yaitu

1. Tersainya kualtas laporan keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi
Femerintah [SAP)

2. Optimalnya penyerapan anggaran

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dapat digambarkan

sebagal benkut :

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

1. | Tersajinya kualitas laporan | 100% 100 100 %
kevangan yang sesusi dengan
Sistemm  Akurtansi  Pemerintah
(SAF)

2. | Optimalnya penyerapan anggaran 00% | 100 100 %
|

Pengadilan Tata Lhaha Megara Serang |
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PROGRAM PENINGKATAN SARANA
'I:l.l]l MAHKAMAH AGUNG

Sasaran tersebut diatas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu
1. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2017 dapat digambarkan
sebagal barkut

Indikator Kinerja Target Realisasi
Terpenuhinya kebutuhan sarana

dan prasarana aparatur Mahkamah
Agung

PRDGRAH PENINGKATAN PENING
EN PERADILAN MILITER DAN TUN

Sasaran tersebut diatas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu -
1. Pembebasan Biaya Prodeo di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2017 dapat
digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Realisasi
Pembebasan Biaya Prodeo di
lingkungan Peradilan Tata Usaha

Negara

Target

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang | [
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C. Realisasi Anggaran

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang memiiki Anggaran Kegiatan dari
Mahkamah Agung RI untuk menunjang Tugas Pokok dan Fungsi, melalui
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pada Tahun Anggaran 2017
Satuan Kera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menerima anggaran
Rp. 7.234.581.000,- yang didalamnya terdapat 2 (dua) macam program yang
utama dengan pagu masing-masing sebagai berikut

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.............. Rp. 6.887.081.000. -

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Mahkamah Agung i Rp  337.500 000 -

Jenis Program Kegiatan Realisasi

1. | Program Dukungan Manajemen | 6.897.081.000 | 6.856.600.890 | 99.41
dan Pelaksanaan Tugas Teknis Yo
Lainnya Mahkamah Agung

2. | Program Peningkatan Sarana 337 500.000 337.500.000 | 100 %
dan Frasarana Aparatur |
Mahkamah Agung |

Pengadilan Tata Usaha MNegara Serang juga memilki Anggaran Kegiatan,
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari Direkiorat Jenderal Badan
Peradilan Milter dan Tata Usaha MNegara Mahkamah Agung untuk
melaksanakan program kegiatan.

Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menerima anggaran Rp.
26.600.000,- yang didalamnya terdapat 1 (salu) macam program yang utama
dengan pagu masing-masing sebagai berikut

Jenis Program Kegiatan Pagu Realisasi

1. | Program Peningkatan Manajemen | 26.600.000 | 25.700.000 | 96.62 %
Peradilan Militer dan Tata Usaha
Megara.

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang |
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Laporan Akuntabilites Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Kerja
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2017 ini merupakan bentuk
pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran
2017 dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomaor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP).

Pelaksanaan tugas bidang Administrasi Perkara di Pengadilan Tata
Usaha Megara Serang dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan Keputusan
Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor : KMAJOO1/SKIIM1991 tanggal 24 Januari
1991 tentang FPola Bindalmin, walaupun masih ada yang peru
diperoaiki/disempurnakan, selain itu Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
dalam rangka untuk mewujudkan pelayanan prima kepada para pencari
keadilan, dalam melaksanakan tugasnya juga berpedoman pada Standar
Operasional Prosedur (SOP) yang telah didiskusikan dengan bagian terkait
dengan analisa beban kerja yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua
Pengadilan Tata Usaha Megara Serang sebagal implementasi dar Undang-
undang Nomar 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Pelayanan perkara tahun 2017 pada Pengadilan Tata Usaha MNegara
Serang telah memenuhi target dan berhasil dengan baik, sisa perkara tahun
2017 sebanyak 16 perkara, ditambah dengan perkara yang ditangam oleh
Pengadilan Tata llsaha Negara Serang berjumiah 47 perkara Dan jumizh
47 perkara tersebut telah diputus dan diselesaikan sebanyak 31 perkara,
sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2017 sebanyak 16 perkara. Sisa perkara
tersebut bukan berarti kinerja tidak terpenuhi melainkan karena perkara masih
dalam proses persidangan dan belum sampai batas penyelesaian perkara sesuai
S0P yaitu 4 bulan, perkara-perkara tersebut didaftarkan akhir tahun yaitu pada
bulan Nopember dan Desember 2017,

Pelakzanaan tugas Administrasi Kesekretariatan meliputi Sub Bagian
Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Sub Bagian Kepegawaian,
Organisasi dan Tata Laksana serta Sub Bagian Umum dan Keuangan pada
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dilaksanakan sesual dengan peraturan
perundang-undangan yang beraku dan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang |
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sehari-hari berpedoman pada program kera dan uraian tugas kerja (job
gescription) yang direncanakan dan disusun setiap tahunnya.

Secara umum tujuan, sasaran program dan kegiatan Satuan Kera

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2017 telah dapat dilaksanakan
dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perdu
ditngkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin

tinggl.

Mengenai keberhasilan, hambatan, dan cara pemecahan masalahnya

dapat dilihat sebagai berikut :

A. Keberhasilan
Keberhasilan yang telah dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
antara lain :

B oW K o=

Meraih Seifikat Sistern Manajemen Mutu IS0 9001 : 2008
Mempanahankan/First Surveillance Audit IS0 9001 - 2008,

Menjadi salah satu Pengadilan Percontohan Reformasi Birokrasi

Menjadi ealah satu Pengadilan Percontohan Zona Integrias menuju WBK dan
WEBM

Mendapatkan peringkat 3 (iga) Besar Terbaik dari 10 Pengadian yang diuji
patk PMPRB oleh Kemenpan-RB

Maraih Nilai Tertinggi untuk Monitoring dan evaluasi dan Digen Badilmiltun
MARI

. Memiliki 4 Program Unggulan yaitu

1. One Day Service

2. One Day Court Service

3. One Day Minutering Service
4. One Gate Service

B. Memiliki inovasi pelayanan lerpadu (excellent service)
8. Menjadi salah satu Pengadilan Percontchan e-SKUM dan Audio Text

Recording (ATR)

10. Meraih Penngkat | untuk Website Terhaik Peradian TUN se-Indonesia
11. Meraih Sertifikat Sistem Manajemean Mutu IS0 2008 ; 2015 pada tanggal 25

September 2017, yang marupakan upgrade dari 1SO 9001 : 2008,

12. Meraih Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Militer

dan Peradilan Tata Usaha Negara dengan predikat A | Excellent)

Pengadilan Tota Usaha Negara Serang | -
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B. Hambatan/Masalah
Beberapa hambatan/masalah yang masih dihadapi antara lain:

1.

Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Pengadilan
Tata Usaha Negara Serang sehingga pada setiap unit kerja belum
memenuhi kriteria ideal sumber daya manusia.

Anggaran dana yang dialokasikan untuk Kegiatan Pokok belum
berimbang dengan target dalam memenuhi sarana dan prasarana yang
dinarapkan sehingga masih terdapat kekurangan dalam meiaksanakan

tugas pokok dan fungsi,

. Masih adanya Pagu Anggaran kegiatan yang kurang dikarenakan

adanya perubahan dan penambahan kegiatan.

Pemacahan Masalah

Untuk pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan dengan cara

1.

Fenambahan Sumber Daya Manusia (SDM) pada sehap unit kena pada
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang agar tercapainya tujuan dengan
hasil yang maksimal,

. Alokasi dana untuk kegiatan pokok harus sesual dengan RKA-KL yang

diajukan sehingga hasil yang diharapkan dapat terwujud.

. Pagu Anggaran kegiatan yang besar dapat dialihkan untuk Pagu

Anggaran kegiatan yang masih kurang sehingga Pagu Anggaran
kegiatan dengan realisasinya dapat berimbang dan maksimal
penggunaannya.

Meningkatkan pelaksansan Diklat Pegawai dan Bimbingan Teknis
terhadap seluruh aparat Pengadilan Tata Usaha Negara Serang vang
berkesinambungan guna meningkatkan Sumber Daya Manusia yang
profesional dan berintegritas tinggi, diantaranya diklat bagi pengelola
website pengadilan, diklat keterbukaan informasi publik bagi petugas
dan penanggungjawab informasi publik, sosialisasi-sosialisas: kebijakan
pelayanan publk bag pimpinan dan unsur pambantu pimpinan
pengadilan serta diklat-diklat lainnya.

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang | m
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5. Dibutuhkan sarana dan prasarana gedung kantor dan jaringan internast
yang memadal dalam rangka pelayanan one day sernvice kepada
masyarakal pencari keadilan dan menunjang pelaksanaan program
aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) serta
keterbukaan informasi yang ditampilkan dalam website resmi
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tata Usaha
Negara Serang diharapkan benar-benar menjadi saiah satu insirument objektif
yang fidak berpinak dan juga mata rantai yang tidak terpisahkan dari
kesempurnaan instrumen lainnya (renstra, indikator kinerja utama, perjanjian
kinerja dan evaluasi LKjIP).

Dalam rangka peningkatan kinerja Pengadilan Tata Usaha MNegara
Serang, informasi capaian dan permasalahan yvang dituangkan dalam laporan
kinerja akan menjadi bahan perbaikan di tahun berikutnya.

Pengadilon Teta Usaha Negara Serang | -
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PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG
Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, No. 3, KM. 5, Kehirahan Banjarsan,
Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang. Propinsi Banten - 42123
Telepon/Fax (0254) 214085 - 214855
E-mail - plun serang@gmail.com

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN PANITERA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG
NOMOR : W2-TUNT! 4o /OT.01.2/112017
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
FPADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

PANITERA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

1. Bahwa untuk melaksanakan ketentusn pasal 3 dan pasal 4
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : PER/S/M.PAN/S/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah,

<. Bahwa dengan berakhimya masa Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 - 2014, dan dimulainya
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun
2015 = 2019, maka Mahkamah Agung perlu meninjau kembali
atau meraview untuk penyempurnaan Indikator Kinera Utama
(1L

-k

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman

2. Undang-undang MNomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung.

3. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-undang Nomor & Tahun 1888 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara,

4. Undang-undang MNomor 31 Tahun 1897 tentang Peradilan
Militer.

5. Undang-undang MNomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang- undang Nomor | 2 Tahun 1586 tentang
Peradilan Umum

8  Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi.

7. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1383 teniang
Peradilan Agama.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja instansi Pemenntah.

8 Peraturan Presiden Momor 7 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2008.

10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2005 tentang Kedudukan
Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.

11. Peraluran Presiden MNomor 13 Tahun 2005 tentang
Sekretanat Mahkamah Agung

12, Peraluran Presiden Nomor 14 Tahun 2005 teniang
Kepaniteraan Mahkamah Agung

13. Peraluran Menteri Negara Pendayagunaan  Aparatur

Negara Momor | PER/SM.PAN/S/2007 tentang Pedoman

Umum Penetapan Indikator Kinerja



Menetapkan

Partama

Kedua

Ketiga

Keempat

MEMUTUSKAN

Kepulusan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha
Negara Serang

Indlkator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran
peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, untuk menetapkan Rencana
Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kinera dan Anggaran,
menyusun Dokumen Penetapan Kinera, menyusun  Laporan
Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kineria
sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha
Negara Serang Tahun 2017,

Penyusunan Laporan Kinera dan Evaluasi lerhadap pencapaian
kinerja dilakukan oleh satiap pimpinan satuan kerja dan disampaikan
kepada Fengadian Tinggl Tata Usana Negara Jakarta dan
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dalam rangka ‘ebih meningkatkan efektifitas  pelaksanraan
keputusan/peraturan ini, Panitera Pengadilan Tata Usaha MNegara
Serang dibenkan tugas untuk ;

a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam
rangka meyakinkan keandalan informasl yang disajikan dalam
iaporan Kinerja.

b Melakukan evaluasi terhadap kepulusan/peraturan ini dan
melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki
sabagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
2 Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang :

3. Sekretaris Pangadilan Tata Usaha Negara Serang

Ditetapkan gl : Serang
Pada Tanggal: 1 Februar 2017
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PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG
Jalan Syech Nawawi AlBantani, No, 3, KM. 5, Kelurahan Banjarsar,
Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Propinsi Banten - 42123

Telepon/Fax (0254) 214085 - 214855
E-mail | ptun.serang@gmail.com

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN SEKRETARIS

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG
NOMOR : W2-TUN7/ 78 /OT.01.20/2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

SEKRETARIS PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

1

10.

1.

12

13.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor @ PER/S/M PAN/S/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah
Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan
Jangka Menengah {RPJM) Tahun 2010 - 2014, dan dimulainya
Rencana Pembangunan Jangka Menengah {(RPJM) Tahun
2013 = 2018, maka Mahkamah Agung periu meninjau kembali
atau mereview untuk penyempurmaan Indikator Kinerja Utama
(IKW),

Undang-undang Nomer 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung

Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1987 tentang Peradilan
Militer.

Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubshan
Kedua Atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Urmum.

Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 50 Tahun 20089 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1988 tentang
Peradilan Agama.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2008
Peraturan Presiden Nomor ¢ Tahun 2005 tentang Kedudukan,
Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.

Peraturan Presiden  Nomor 13 Tahun 2005 tentang
Sekretariat Mahkamah Agung.

Peraturan Presiden MNomor 14 Tahun 2005 tentang
Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Peraturan Menteri MNegara Pendayagunaan  Aparatur
Negara Nomor : PER/SM.PAN/S/2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja.



Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

Kesmpat

MEMUTUSKAN -

- Keputusan Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

e

Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha
Negara Serang.

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam iampiran
peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, untuk menatapkan Rencana
Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kinerja dan Anggaran,
menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laparan
Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja
sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha
Negara Serang Tahun 2017.

Penyusunan Laporan Kinerdqa dan Evaluasi terhadap pencapaian
kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan satuan kerna dan disampaikan
kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakara dan
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dalam rangka lebih meningkatkan efektiftas pelaksanaan
Keputusan/peraturan ini, Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara
Serang diberikan tugas untuk :

& Melakukan review atas capaian kinera setiap satuan kerja dalam
rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam
laporan kinerja.

b. Melakukan evaluasl terhadap keputusaniperaturan Ini  dan
melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Keputusan ini mulal beriaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki
sebagaimana mestinya,

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

1. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ;
2. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang |

3. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal: 3 Januari 2015
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D. Pernyataan Peneta pan Kinerja

PERNYATAAN PENETAPAN KINE RJA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama DOLOK PARULIAN SILAEN, SH.
Jabatan : Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama - DR. BAMBANG PRIYAMBODO, SH.,MH
Jabatan - Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Selaku Atasan Langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2017 in berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan
sesual lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinena jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi skuntabilitas kinerja terhadap Capaian kinenja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 1 Februar 2017

Ketua PTUN Serang Panitera PTUN Serang
Pihak Kedua, Fihak Partama,
M‘—
DR. BAMBANG PRIYAMBODO, SH.,MH DOLOK PARULIAN SILAEN, SH.

NIP. 19610422 198303 1 003 NIP.19550803 198703 1 003



PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta beronentasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini -

Mama : MORIS FERNANDO HENDRANATA, SH.
Jabatan ' Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama DR BAMBANG PRIYAMBODO, SH.,MH.
Jabatan - Ketua Pengadilan Tata Usaha Megara Serang
Selaku Atasan Langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2017 ini bedanji akan mewujudkan target kinerja tahunan
sésuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 3 Januari 2017

Ketua PTUN Serang Sekretans PTUN Serang
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

M
DR. BAMBANG PHI‘l’AHEﬂﬂﬂ, SH.,MH. MORIS FERMNAND NORAMNATA, SH.
NIP. 19610422 198303 1 003 NIP. 19741049 4998053 1 004
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PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET | REALISASI | CAPAIAN
STRATEGIS g
Program a Jumlah perkars yang diterima &0 47 TE2%

Peningkatan dan diselesaskan sesug dengan | Perkara Parkara
Penyelegaian S0P yang telah ditetapkan
Parkara
b. Jumish sisa perkara yang 44 16 35.5 %
disalasaikan Parkara Perkara
C. Jumiah sisa perkara minutas| 15 3 206, 66%
Program 4. Jumlah berkas yang diregister 50 a7 BE 45 %
Peningkatan Parkara Parkara
Tertlb
Administrasi b, Jumlah berkss yang diregister| 60 47 B5.45 %
Perkara dan sap disidangkan ke Majelis | Perkara Perkara
¢ Jumlah berkas yang dEapakan 30 g2 103, 3%
banding, kasas| dan PK yvang | Perkara Perkara
disampasken secara lengkap
d. Jumish Penyampaian B0 47 B5.45%
Pemberitahuan  Pemanggilan | Perkara Perkara
Sidang Tepat Waktu
& Jumlah Panyampsaian 45 &5 144%
FPemberitahuan Retaas Putusan | Perkara Parkara
/ Penstapan Tepal Waki,
Tempal dan Para Pihak
f. Jumlah eksekusi tepal wakiu 5 Perkara | 2 Parkara 40 5%
g Penpembalian sisa panjar biaya B0 31 5E.3 5%
parkars tepat wakiu Parkara Parkara
Program a Jumlah pagawal yang lulue | 15 orang 24 grang 100 %
Peningkatan dikial teknis yedisial

Kualitas SDM




b. Jumiah pegawai yang lulus| &orang 0 orang 0 %
diklat non yudisal
Program a Prosentase Pengaduan yang 100 % 100 % 100 %
Peningkatan ditindakiamjuti
Kualitas
Pengawasan b. Prosentase temuan yang| 100% 100 % 100 %
ditindakianjuti
Program Prozentase proses penyelesaian 100 %% 100 % 100 %
Peningkatan perkara yang depat dipublikasikan
Aksesbilitas
Masyarakat
Terhadap
Peradilan (Acces
To Justice)
Program 8 Tersginya kualitas laporan 100 % 100 % 100 %
Peningkatan keuangan yang sesuai dengan
Dukungan Sisten  Akuntansi Peamenniah
Manajemen  dan { SAP )
Pelaksanaan
Tugas Teknis | b, Optimalnya penyerapan | 100 % 100 % 100 %
Lainnya anggaran
Program Tersedianya sarana dan prasarana 100 % 00 %% 100 %
Peningkatan aparatur pengadilan
Sarana Dan
Frasarana
Aparatur
Mahkamah Agung
Program Pembebasen biaya perkara prodeo | 5 perkara | O perkara 0 %
Peningkatan di lingkungan peradilan TUN
Polayanan
Manajemen

Peradilan  Militer
dan TUN
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